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PENGARUSUTAMAAN GENDER 

 

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan 
kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan 

dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi 
pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan 
perspektif gender ke dalam seluruh proses 

pembangunan di Daerah 
 

- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pemerintah 
Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, 

dan sub kegiatan kegiatan pembangunan responsif 
gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat 

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
 

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 

(Convention On The Elimination Of All Forms Of 

Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 27 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 
27 Desember 2022. 

 
 


